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[bookmark: _Toc153612831]BAB I
UMUM
A. [bookmark: _Toc153612832]TUJUAN 
Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan disusun untuk menjadi acuan umum dalam pengelolaan perusahaan sehingga tercapainya tujuan perusahaan dengan menjunjung tinggi etika, kepatuhan, dan keberlanjutan bisnis, yang dicapai melalui:
a) Optimalisasi nilai Perusahaan;
b) Pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif; dan
c) Kejelasan Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.

Dengan menerapkan Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini, diharapkan Perusahaan dapat berkontribusi dalam hal:
a) Peningkatan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
b) Peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
B. [bookmark: _Toc153612833]RUANG LINGKUP 
Ruang lingkup Pedoman Umum ini berisi ketentuan-ketentuan umum tentang: 
a) Prinsip Tata Kelola
b) Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perusahaan;
c) Tata Kelola Umum Perusahaan;
d) Tata Kelola Risiko Perusahaan;
e) Tata Kelola Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan;
f) Tata Kelola Perencanaan Strategis Perusahaan;
g) Tata Kelola Kegiatan  Korporasi Signifikan; dan
h) Tata Kelola Teknologi Informasi.
C. [bookmark: _Toc153612834]PENGERTIAN
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat  kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Organ Perusahaan adalah RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.
5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
6. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Akuntan Publik.
7. Audit Ekstern adalah kegiatan pemberian keyakinan (assurance) yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk memberikan keyakinan bahwa representasi angka-angka yang dipersiapkan oleh manajemen perusahaan dan disajikan dalam laporan keuangan sudah secara material merepresentasikan kondisi sesungguhnya dan sudah disajikan dan dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
8. Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultansi (consulting) yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan.
9. Auditor Eksternal adalah Akuntan Publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk memeriksa laporan keuangan Perusahaan. 
10. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang dapat merugikan Perusahaan. 
11. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja dalam organisasi Perusahaan yang menjalankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh kepala SPI. 
12. Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (whistle blowing system) yang selanjutnya disebut WBS adalah tata kelola penanganan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran pada Perusahaan. 
13. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan secara berkesinambungan.
14. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dan mencakup teknologi operasional. 
15. Tata Kelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TI adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan Teknologi Informasi di masa kini dan masa depan. 
16. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan, mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi. 
17. Perusahaan Induk adalah Perusahaan yang memiliki Anak Perusahaan Perusahaan. 
18. Pedoman Manajemen Risiko adalah ketentuan yang memuat Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern.
19. Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis perusahaan.
20. Risiko Agregasi adalah Risiko Perusahaan yang terkonversi dalam Taksonomi Risiko Kementerian BUMN yang merupakan cerminan Risiko Portofolio Perusahaan.
21. Taksonomi Risiko adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi Risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari Perusahaan. 
22. Penilaian Tingkat Kesehatan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Pemeringkatan adalah proses Penilaian Tingkat Kesehatan perusahaan dengan mengukur antara lain kemampuan suatu Pihak untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu, going concern, dan tata kelola dan risiko yang dinyatakan dengan suatu kategori peringkat yang diterima umum.
24. Peringkat (rating) adalah opini yang diberikan oleh Perusahaan Pemeringkat berdasarkan hasil Pemeringkatan.
25. Peringkat Korporasi (corporate rating) adalah opini yang diberikan oleh Perusahaan Pemeringkat berdasarkan hasil Pemeringkatan terhadap suatu perusahaan.
26. Perusahaan Pemeringkat adalah perusahaan penasihat investasi yang melakukan kegiatan Pemeringkatan dan memberikan peringkat. 
27. Peringkat Berdiri Sendiri (stand alone rating) adalah peringkat perusahaan secara konsolidasi yang tidak memperhitungkan faktor hubungan/dukungan dengan/dari induk perusahaan dan/atau pemerintah. 
28. Peringkat Akhir (final rating) adalah peringkat perusahaan secara konsolidasi yang telah memperhitungkan faktor hubungan/dukungan dengan/dari induk perusahaan dan/atau pemerintah. 
29. Peta Jalan Perusahaan adalah dokumen perencanaan 10 (sepuluh) tahunan yang berisi inisiatif strategis yang akan ditempuh oleh Kementerian BUMN dalam mengelola Portofolio Perusahaan secara korporasi.
30. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJP.
32. Kontrak Manajemen Tahunan adalah kontrak yang berisi target-target pencapaian KPI Direksi untuk memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS dalam 1 (satu) tahun.
33.  Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat KPI adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek kinerja Perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan Perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
34. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Rencana Strategis TI adalah rencana induk yang menjadi pedoman penyelenggaraan teknologi informasi perusahaan. 
35. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan modal Perusahaan dan/atau Perusahaan Terbatas dan dikelola secara korporasi. 
36. Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 
37. Investor adalah mitra strategis dan/atau investor finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri yang ikut serta dalam Privatisasi Perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. 
38. Komite Privatisasi adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membahas dan memutuskan kebijakan Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral. 
39. Tim Privatisasi adalah tim yang dibentuk oleh Menteri atau Direksi untuk membantu Menteri dalam pelaksanaan Privatisasi suatu Perusahaan. 
40. Hasil Privatisasi adalah keseluruhan hasil privatisasi setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan privatisasi, ditambah penghasilan lain antara lain berupa bunga dan/atau denda, jika ada, yang diperoleh dari rekening penampungan. 
41. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara Perusahaan dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama. 
42. Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (suigeneris) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
43. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan yang terdiri dari Perusahaan, Anak Perusahaan Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi Perusahaan, LPI, dan/atau pihak lain, selain dari Penyedia Barang dan Jasa. 
44. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan. 
45. Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan Perusahaan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dengan menggunakan anggaran Perusahaan untuk mendapatkan Barang dan Jasa. 
46. Pengguna Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Perusahaan pemilik pekerjaan. 
47. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha termasuk Perusahaan, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/badan layanan umum yang kegiatan usahanya menyediakan Barang dan Jasa. 
48. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa. 
49. Aktiva Tetap adalah aktiva atau aset berwujud yang digunakan dalam operasi Perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. 
50. Penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapuskan Aktiva Tetap Perusahaan dari pembukuan Perusahaan.
51. Pemindahtanganan adalah setiap tindakan mengalihkan Aktiva Tetap Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas Aktiva Tetap dimaksud kepada pihak lain.
52. Penjualan adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima pembayaran dalam bentuk uang.
53. Tukar Menukar adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian utama/pokok dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
54. Ganti Rugi adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian dalam bentuk uang dan/atau barang.
55. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
56. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara.
57. Perusahaan adalah PT ABCD.
D. [bookmark: _Toc153612835]REFERENSI
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia                                       Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Anggaran Dasar PT ABCD no ..




[bookmark: _Toc153612836]BAB II
PRINSIP TATA KELOLA
A. [bookmark: _Toc153612837]PENDAHULUAN
Prinsip tata kelola adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan dasar dalam mengelola Perusahaan. Prinsip tata kelola ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dikelola secara baik demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.  Penerapan prinsip tata kelola yang baik dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti:
a) Pemegang saham/stakeholder: Prinsip tata kelola yang baik dapat melindungi hak dan kepentingan pemegang saham/stakeholder.
b) Karyawan: Prinsip tata kelola yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan adil bagi karyawan.
c) Pelanggan: Prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi.
d) Masyarakat: Prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip tata kelola terdiri atas lima aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam huruf B hingga huruf F berikut ini.  
B. [bookmark: _Toc153612838]TRANSPARANSI (TRANSPARENCY)
Transparansi berarti keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
C. [bookmark: _Toc153612839]AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)
Akuntabilitas berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ
Perusanaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
D. [bookmark: _Toc153612840]PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY)
Pertanggungjawaban berarti kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
E. [bookmark: _Toc153612841]KEMANDIRIAN (INDEPENDENCY)
Kemandirian berarti perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
F. [bookmark: _Toc153612842]KEWAJARAN (FAIRNESS)
Kewajaran berarti keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



[bookmark: _Toc153612843]BAB III
ORGAN PERUSAHAAN
A. [bookmark: _Toc153612844]RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
RUPS diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang  transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam mengambil keputusan, RUPS akan selalu mengupayakan untuk menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.  Setiap pemegang saham dijamin haknya untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, meliputi:
a) Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu akan disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan; 
b) Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai laporan tahunan; informasi mengenai rincian RKAP dan hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan, khusus untuk RUPS RJP dan RKAP;
c) Informasi keuangan maupun hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan; dan
d) Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.

RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara yang ditambahkan tersebut akan disetujui dengan suara bulat. 

Setiap penyelenggaraan RUPS akan dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. Risalah RUPS tersebut wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.   Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS. 

Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.   Keputusan pemegang di luar RUPS tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat  yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (equal treatment).
B. [bookmark: _Toc153612845]DEWAN KOMISARIS
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.  Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahan maupun memberikan nasihat kepada Direksi.  Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut, dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.  Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dapat membentuk komite sebagai organ pendukung Dewan Komisaris.   Dewan Komisaris wajib memastikan komite/organ pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris  dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan. 

Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris.    Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang secara umum mencakup hal-hal berikut ini:
a) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.  
b) Menyusun pedoman tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 
c) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.   
d) Memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. 
e) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
f) Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima. 
g) Melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan yang bersangkutan dan/atau perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
a) sekretariat Dewan Komisaris;
b) komite audit;
c) komite nominasi dan remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama; dan
d) komite lain, jika diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
i. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
ii. diwajibkan oleh RUPS;

Rincian tugas dan tanggung jawab, komposisi, rapat Dewan Komisaris, manajemen informasi untuk Dewan Komisaris, dan organ pendukung Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai Organ Perusahaan (Board Manual).
C. [bookmark: _Toc153612846]DIREKSI
Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.  Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang bersangkutan.  Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari:
a) fungsi Manajemen Risiko, kepatuhan, dan Audit Intern;
b) temuan Auditor Eksternal; 
c) nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris; 
d) laporan BPK;
e) laporan BPKP; dan/atau
f) temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Direksi dapat membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi.   Direksi wajib memastikan komite dan/atau unit pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif. 
Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direksi wajib:
a) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
b) membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan;
c) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
d) menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya. 
Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.  Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada RUPS. 
Dalam menjalankan kewajibannya, atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan laporan tahunan.  
Rincian tugas dan tanggung jawab, komposisi, rapat Direksi, manajemen informasi untuk Direksi, dijelaskan secara khusus dalam ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai Organ Perusahaan (Board Manual).
Beberapa unit pendukung Direksi yang terkait langsung dengan tata kelola Perusahaan adalah  Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Fungsi Pengawas Intern, dengan rincian tugas dijelaskan pada angka 1 dan angka 2 berikut ini.
1. Fungsi Sekretaris Perusahaan
Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan, yang dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.  Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan yang mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.  Tugas Utama Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
a) memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
b) memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c) sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
d) menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan..
2. Fungsi Pengawas Intern
Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.  Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan intern, Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Pedoman Pengawasan Intern (atau sering disebut juga dengan Piagam Pengawasan Intern).  Fungsi penyelenggaraan pengawasan intern dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a) evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;  
b) pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 
SPI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. 
Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Dewan Komisaris. Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di Perusahaan.
3. Fungsi Pendukung Lainnya
Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Direksi dapat membentuk fungsi pendukung lainnya berupa komite dan/atau unit kerja pendukung Direksi, dengan ketentuan sebagaimana berikut:
a) Direksi wajib memastikan komite dan/atau unit kerja pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif. 
b) Direksi dapat mendelegasikan kewenangannya kepada komite dan/atau unit kerja pendukung Direksi, sebagaimana yang terutang dalam uraian jabatan/deskripsi wewenang dan tanggung jawab yang ditentukan untuk komite dan/atau unit kerja pendukung tersebut.
D. [bookmark: _Toc153612847]PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.  Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.





[bookmark: _Toc153612848]BAB IV
TATA KELOLA UMUM PERUSAHAAN

A. [bookmark: _Toc153612849]SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 
Direksi menetapkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan, yang setidaknya mencakup hal sebagai berikut:
a) lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
iii. integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan;
iv. filosofi dan gaya manajemen;
v. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
vi. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
vii. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
b) aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
c) sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan; dan
d) pemantauan, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. 

Kriteria efektivitas penerapan  Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a) kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan
b) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko
c) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari lini pertama kepada lini kedua
d) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Perusahaan
e) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
f) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
g) kaji ulang atau reviu yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Perusahaan
h) pengujian dan kaji ulang atau reviu yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko
i) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi terhadap hasil audit
j) verifikasi dan kaji ulang atau reviu secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan Direksi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi
B. [bookmark: _Toc153612850]AUDITOR EKSTERNAL 
Laporan keuangan tahunan Perusahaan diaudit oleh Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Calon Auditor Eksternal tersebut merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik yang yang terdaftar dalam tabulasi kantor akuntan publik yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, berdasarkan pertimbangan berikut:
a) kantor akuntan publik telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;
b) kantor akuntan publik terdaftar pada sistem informasi kantor akuntan publik BPK;
c) kantor akuntan publik telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan;
d) Akuntan Publik dan kantor akuntan publik tidak sedang dikenai sanksi oleh Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan; dan
e) kantor akuntan publik memiliki auditor paling sedikit 100 (seratus) orang atau jumlah lainnya sesuai dengan Intensitas Risiko pada masing-masing Perusahaan;

Setelah kantor akuntan publik selesai menjalankan pekerjaannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelahnya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Deputi Kementerian BUMN melalui sistem informasi manajemen Kementerian BUMN beberapa informasi sebagai berikut:
a) nama kantor akuntan publik dan partner yang menandatangani opini laporan keuangan audit;
b) ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik;
c) imbal jasa audit;
d) imbal jasa non-audit;
e) evaluasi pelaksanaan pekerjaan kantor akuntan publik termasuk evaluasi proses pemilihan kantor akuntan publik, evaluasi kecukupan ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik, dan evaluasi rekomendasi audit secara keseluruhan; dan
f) informasi lainnya.
C. [bookmark: _Toc153612851]PELAPORAN INTERNAL 
Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, Direksi Perusahaan memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
D. [bookmark: _Toc153612852]PENGELOLAAN INFORMASI 
4. Akses Informasi
Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa Auditor Eksternal, auditor internal, dan komite audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
5. Kerahasiaan Informasi Perusahaan
Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, Auditor Eksternal, auditor internal, dan komite audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.  Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. 

Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, akan selalu dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.
6. Keterbukaan Informasi
Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.  Proses pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi dituangkan dalam prosedur kerja tersendiri.
7. Perlindungan Data Pribadi
Direksi memastikan perlindungan terhadap keamanan data pribadi yang dikelola Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi.
E. [bookmark: _Toc153612853]HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 
Perusahaan menghormati hak pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha Perusahaan.
F. [bookmark: _Toc153612854]ETIKA BERUSAHA, ANTI PENCUCIAN UANG, ANTI KORUPSI DAN ANTI KECURANGAN
Perusaan berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan usanya dengan menjunjung tinggi etika berusaha. Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, penyuapan, korupsi dan kecurangan.   Ketentuan mengenai Etika Berusaha, Anti Pencucian Uang, Anti Korupsi, dan Anti Kecurangan adalah sebagai berikut:
a) Perusahaan menyusun pedoman tentang perilaku dan etika (code of conduct), yang pada dasarnya memuat nilai etika berusaha dan perilaku.  
b) Direksi menetapkan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) untuk mencegah terjadinya praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
c) Direksi menetapkan Pedoman Sistem  Manajemen Anti Penyuapan dan Antifraud (SMAPA) yang berisi mengenai sistem  manajemen anti suap, antikorupsi, dan anti kecurangan (antifraud), ketentuan mengenai keterlibatan insan Perusahaan dalam kegiatan politik, dengan mengacu pada standar nasional atau internasional, seperti SNI ISO 37001, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Segala bentuk kegiatan penyuapan, adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan oleh sebab itu Perusahaan melarang segenap insan Perusahaan untuk menerima dan/atau memberi suap.
b. Insan Perusahaan dilarang untuk menerima segala bentuk hadiah, tanda terima kasih, dan segala bentuk pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi profesionalitas dalam pengambilan keputusan, dan/atau hal-hal lain sebagaimana yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.
c. Insan Perusahaan dilarang untuk memberikan segala bentuk hadiah, tanda terima kasih, dan segala bentuk pemberian lainnya dengan maksud mempengaruhi profesionalitas pihak lain dalam pengambilan keputusan, dan/atau hal-hal lain sebagaimana yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.
d. Insan Perusahaan dilarang untuk melakukan berbagai macam bentuk kecurangan yang dapat berpotensi untuk merugikan perusahaan.
e. Insan Perusahaan dilarang untuk berpartisipasi dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan harus melakukan tindakan proaktif terhadap transaksi-transaksi keuangan bernilai signikan yang tidak memiliki kejelasan asal-usul sumber dananya.
f. Insan Perusahaan dilarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam bentuk apapun. 
d) Perusahaan menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman tentang perilaku dan etika (code of conduct).   
e) Direksi senantiasa mengomunikasikan secara efektif pedoman tentang perilaku dan etika (code of conduct) kepada Dewan Komisaris dan seluruh karyawan. 
f) Direksi menandatangani pakta integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan/atau RUPS.   
g) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

G. [bookmark: _Toc153612855]PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN
Kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan yang bersangkutan.  Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada fungsi yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.  Program pengenalan tersebut setidaknya meliputi:
a) pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perusahaan;
b) gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya; 
c) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit; dan 
d) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal yang tidak diperbolehkan. 

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan, pengkajian dokumen, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan.
H. [bookmark: _Toc153612856]SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
Perusahaan menyelenggarakan WBS yang merupakan sistem penanganan pengaduan menyangkut karyawan Perusahaan bersangkutan, anggota Direksi Perusahaan, anggota Dewan Komisaris Perusahaan, anggota direksi Anak Perusahaan atau anggota dewan komisaris Anak Perusahaan.  WBS dapat digunakan untuk mendorong diadukannya perilaku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pengadu yang beritikad baik. Ketentuan terkait dengan WBS adalah sebagai berikut:

a) Direktur utama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan WBS yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh pengelola WBS Perusahaan. 
b) Penanggung jawab WBS Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada Perusahaan Induk dan/atau Kementerian BUMN secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.
c) Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas Perusahaan maka pengelola WBS Perusahaan wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS di Perusahaan Induk dan/atau Kementerian BUMN. 

Ketentuan lebih terinci mengenai pelaksanaan WBS di Perusahaan, dituangkan dalam Pedoman Pengelolaan WBS. 
I. [bookmark: _Toc153612857]PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam bentuk:
a) penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; dan
b) evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. 

Sebelum pelaksanaan penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik, akan selalu didahului dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan yang bersangkutan. 

Ketentuan umum mengenai pelaksanaan pengukuran terhadap penerapan tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:
a) Pada prinsipnya pengukuran dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.  
b) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung. 
c) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh Perusahaan yang bersangkutan (self assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
d) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditentukan oleh Kementerian BUMN.  Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. 
e) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan Direksi Perusahaan yang bersangkutan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.




[bookmark: _Toc153612858]BAB V
TATA KELOLA RISIKO PERUSAHAAN
A. [bookmark: _Toc153612859]PENDAHULUAN
Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan.  Perusahaan berkomitmen menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, melalui empat pilar manajemen risiko sebagai berikut:
a) pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris;
b) kecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi Risiko;
c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d) penerapan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.
B. [bookmark: _Toc153612860]KELOMPOK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Sesuai dengan kriteria pengelompokan penerapan Manajemen Risiko dari Kementerian BUMN yang ditentukan berdasarkan katagori perusahaan dan klasifikasi Risiko, maka Perusahaan termasuk dalam Kelompok Risiko:

”Sistemik A – Individu, atau Sistemik B – Konglomerasi, atau Sistemik B – Individu, atau Signifikan – Konglomerasi, atau Netral – Konglomerasi, atau Signifikan – Individu, atau Netral – Individu, atau Perusahaan Individu Tanpa Anak Perusahaan”
C. [bookmark: _Toc153612861]ORGAN PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
8. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris sebagai organ pengelola Risiko memiliki fungsi:
a) Manajemen Risiko;
b) Audit Intern; dan 
c) Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Dewan Komisaris memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko; 
b) melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko; dan 
c) melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,  anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 

Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern sebagaimana, Dewan Komisaris memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) memastikan bahwa Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan Perusahaan memiliki SPI yang menjalankan fungsi Audit Intern;
b) memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi;
c) memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai Perusahaan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;
d) memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern (internal audit charter) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI;
e) mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; 
f) menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (quality assurance review) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan
g) melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 
Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
b) mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
c) mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; 
d) mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan; 
e) mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan; dan
f) melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
9. Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR)
Komite pemantau risiko sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki fungsi Manajemen Risiko dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi komite pemantau risiko;
b) melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;  
c) melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perusahaan Induk maupun Anak Perusahaan Perusahaan; 
d) melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Perusahaan;  
e) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan Induk dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan Perusahaan; 
f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
g) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
10. Komite Tata Kelola Terintegrasi [Catatan: Untuk Perusahaan Konglomerasi]
Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki fungsi Tata Kelola Terintegrasi dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
b) melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN;
c) melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; 
d) memberikan  rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
e) melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
f) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; dan
g) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
11. Komite Audit
Komite audit sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi komite audit;
b) memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern; 
c) memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan Auditor Eksternal; 
d) memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk  penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian komite audit;
e) memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal;
f) memastikan SPI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Auditor Eksternal;
g) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SPI; 
h) mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (fraud), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI;  
i) mengevaluasi kinerja SPI; 
j) memastikan SPI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; 
k) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 
l) terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; 
m) melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern Perusahaan Induk maupun Anak Perusahaan Perusahaan;
n) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern Perusahaan Induk dan Audit Intern Anak Perusahaan Perusahaan; 
o) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
p) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
12. Direksi
Direksi sebagai organ pengelola Risiko memiliki fungsi:
a) Manajemen Risiko;
b) Audit Intern; dan
c) Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko secara komprehensif; 
b) melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;
c) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; 
d) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; 
e) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; 
f) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 
i. keakuratan metodologi penilaian Risiko; 
ii. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; 
iii. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batasan Risiko (risk limit) dan ambang batas (threshold); dan
g) melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, direktur utama memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a)  mengembangkan kerangka Audit Intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua Risiko yang dihadapi; 
b) memastikan SPI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta Risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi; 
c) memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SPI;  
d) memastikan kepala SPI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan, sesuai kemampuan keuangan perusahaan;  
e) memastikan Anak Perusahaan Perusahaan memiliki SPI; dan 
f) melaksanakan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Direksi memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) menyusun kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
b) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
c) menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
d) melaksanakan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
13. Direktur yang Membidangi Manajemen Risiko
Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko sebagai organ pengelola Risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai bidang pengelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; 
b) melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan bidang pengelolaan Risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi, dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan;
c) melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 
d) melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan telah memenuhi seluruh peraturan perundangan dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan; 
e) melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada pihak eksternal; 
f) melaksanakan pengembangan organisasi kerja sehingga Perusahaan memiliki kebijakan, prosedur, dan metode yang handal dalam menerapkan pengelolaan Risiko; 
g) melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi pengelolaan Risiko; 
h) membentuk unit kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membidangi pengelolaan Risiko;
i) melaksanakan pengurusan Perusahaan di bidang pengelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
14. Direktur yang Membidangi Pengelolan Keuangan
Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan sebagai organ pengelola Risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
a) melaksanakan pengurusan Perusahaan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; 
b) melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan unit kerja dan Anak Perusahaan Perusahaan yang berada di bidang keuangan, serta berkoordinasi dengan direktur lainnya;
c) melaksanakan penyusunan dan penetapan pengaturan terkait keuangan dengan memperhatikan kebijakan Perusahaan dan prinsip kehati-hatian;
d) melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan; dan
e) menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
15. Satuan Pengawas Internal (SPI)
SPI sebagai organ pengelola Risiko memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab: 
a) mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi SPI; 
b) melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit; 
c) melakukan penyelenggaraan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit; 
d) melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal; 
e) memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional; 
f) memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai dengan standar profesional Audit Intern dan kode etik Audit Intern; 
g) melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SPI; 
h) memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Perusahaan; 
i) melakukan penyusunan dan pengkajian piagam Audit Intern secara periodik; 
j) melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern; 
k) memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana; 
l) melaporkan temuan yang signifikan kepada direktur utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat; 
m) memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; 
n) melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direktur utama dan Dewan Komisaris; 
o) menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan; 
p) menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
q) memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan intern: 
i. terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SPI mengingat penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
ii. penggunaan  jasa pihak eksternal  tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SPI; dan 
iii. pihak eksternal mematuhi piagam Audit Intern Perusahaan; 
r) melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan perusahaan;
s) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; 
t) kewajiban SPI terhadap anak perusahaan:
i. menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan Perusahaan; 
ii. merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
iii. memantau pelaksanaan Audit Intern pada masingmasing Anak Perusahaan Perusahaan.
16. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) [Catatan: Satuan Kerja ini tidak secara spesifik diatur dalam PER-2 BUMN namun menjadi praktik terbaik]
SKMR sebagai organ pengelolaan Risiko bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membidangi pengelolaan Risiko, memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:
a) memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
b) memantau profil Risiko, peta Risiko, realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakuan Risiko dan biaya;
c) melakukan internal control testing dan stress testing;
d) mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
e) mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko;
f) memberikan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau komite pemantau Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki; dan 
g) menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko kepada direktur yang membidangi pengelolaan Risiko dan komite pemantau Risiko secara berkala triwulan.
17. Komite Manajemen Risiko (KMR) [Catatan: Komite Manajemen Risiko tidak wajib, namun menjadi praktik terbaik]
Komite Manajemen Risiko (KMR) memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pelaporan, evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang paling sedikit meliputi:
a) Memberikan rekomendasi mengenai limit risiko (risk limit), selera risiko (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);
b) Memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi, antara lain menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Perusahaan, dan efektifitas penerapan manajemen risiko; 
c) Melakukan evaluasi mengenai kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal; 
d) Melakukan evaluasi terhadap deviasi atas kebijakan, prosedur, dan limit yang membutuhkan eskalasi persetujuan lebih tinggi. Pelaporan, evaluasi dan rekomendasi Sekretaris KMR dibahas pada rapat KMR paling sedikit 1 bulan sekali untuk dibuatkan keputusan KMR atau rekomendasi kepada Direksi bila membutuhkan keputusan Rapat Direksi; dan
e) Melaporkan profil risiko perusahaan termasuk risiko utama, kualitas penerapan manajemen risiko, perlakuan dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh lini pertama;
18. Unit Pemilik Risiko [Catatan: Satuan Kerja ini tidak secara spesifik diatur dalam PER-2 BUMN namun menjadi praktik terbaik]
Unit Pemilik Risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis.
D. [bookmark: _Toc153612862]KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
19. Kebijakan Mengenai Penerapan Model Tiga Lini
Perusahaan menerapkan model tiga lini dalam penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan fungsi kepatuhan dan fungsi asuran independen, dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Lini 1: unit pemilik Risiko merupakan unit bisnis yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis
b) Lini 2: fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan
c) Lini 3: fungsi independent assurance
20. Kebijakan Mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan Anak Perusahaan [Catatan: Untuk Perusahaan Konglomerasi]
Perusahaan menerapkan model tiga lini dalam penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan fungsi kepatuhan dan fungsi asuran independen terhadap anak Perusahaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
a) menetapkan kebijakan pada tingkat Perusahaan selaku Perusahaan Induk yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perusahaan.
b) memantau implementasi kebijakan harmonisasi dengan kebijakan Perusahaan selaku Perusahaan Induk.
c) melakukan pemantauan Risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara Perusahaan selaku Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan.
21. Kebijakan Mengenai Taksonomi Risiko Perusahaan
Perusahaan menerapkan Taksonomi Risiko yang merupakan suatu struktur yang menjelaskan pengelompokkan terkait Risiko-Risiko apa saja yang relevan dengan kegiatan Perusahaan. Taksonomi Risiko terdiri dari 3 (tiga) tingkatan di mana: 
a) Taksonomi 1/T1 menggambarkan tema Risiko; 
b) Taksonomi 2/T2 menggambarkan katagori Risiko; dan
c) Taksonomi 3/T3 menguraikan kelompok peristiwa Risiko.

Taksonomi risiko lebih terinci dijaskan pada Pedoman yang mengatur tentang pengelolaan Risiko di Perusahaan.
22. Kebijakan Mengenai Kapasitas Risiko Perusahaan
Kapasitas risiko perusahaan yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menyerap risiko tanpa mengganggu kinerjanya, yang ditentukan berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor tersebut, melalui metode stress test, yang merupakan metode simulasi yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan dalam kondisi yang sulit atau tidak terduga.  Stress test dapat menggunakan metoda-metoda berikut ini:
a) Analisis sensitivitas, yang digunakan untuk mengukur bagaimana perubahan pada satu faktor dapat mempengaruhi hasil perusahaan.
b) Analisis skenario, yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan akan bertahan dalam skenario tertentu.
c) Model keuangan, yang digunakan untuk membuat simulasi yang lebih kompleks tentang kondisi yang sulit atau tidak terduga.
23. Kebijakan Mengenai Selera Risiko Perusahaan
Selera risiko perusahaan yang merupakan tingkat risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya, disusun dengan menggunakan berbagai metode, sebagai berikut:
a) Survei, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang sikap dan persepsi manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap risiko.
b) Diskusi kelompok terfokus, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pemahaman para ahli dan/atau peara pemangku kepentingan tentang risiko.

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil survey dan/atau diskusi kelompok terfokus, Perusahaan yang diwakili Direksi menentukan selera risiko untuk setiap taksonomi risiko yang telah ditetapkan, dengan opsi selera risiko perusahaan adalah sebagai berikut:
a) Rendah: Perusahaan bersedia mengambil risiko yang rendah dan hanya untuk tujuan yang penting. Perusahaan cenderung mengurangi atau mengendalikan risiko sebanyak mungkin dan mengutamakan konservasi dan efisiensi.
b) Sedang: Perusahaan bersedia mengambil risiko yang moderat dan untuk tujuan yang bermanfaat. Perusahaan cenderung menyeimbangkan antara risiko dan imbalan dan mengutamakan kinerja dan pertumbuhan.
c) Tinggi: Perusahaan bersedia mengambil risiko yang tinggi dan untuk tujuan yang menarik untuk dicapai. Perusahaan cenderung memanfaatkan atau mempertahankan risiko sebanyak mungkin dan mengutamakan inovasi dan diferensiasi.
d) Sangat tinggi: Perusahaan bersedia mengambil risiko yang sangat tinggi dan untuk tujuan yang luar biasa. Perusahaan cenderung mencari atau meningkatkan risiko sebanyak mungkin dan mengutamakan transformasi dan kepemimpinan.
24. Kebijakan Mengenai Toleransi Risiko Perusahaan
Toleransi Risiko perusahaan yang merupakan toleransi terhadap selera risiko yang dapat diterima oleh perusahaan tanpa menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap tujuannya, yang dilakukan berdasarkan:
a) Simulasi, untuk mengetahui batasan toleransi yang aman terhadap potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh seuatu peristiwa risko
b) Survei, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang batasan toleransi Risiko yang diharapkan.
c) Diskusi kelompok terfokus, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang batasan toleransi Risiko berdasarkan hasil tukar pikiran.
25. Kebijakan Mengenai Limit Risiko Perusahaan
Limit risiko yang merupakan batasan toleransi Risiko dalam bentuk kuantitatif yang dapat diterima oleh organisasi atau unit bisnis, ditentukan berdasarkan: 
a) Kajian praktik terbaik
b) Evaluasi hasil pengendalian risiko di perioda sebelumnya
c) Ekstraksi dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang belaku.
26. Kebijakan Mengenai Pengukuran Risiko Perusahaan
Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Perusahaan paling sedikit melakukan:
a) evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; 
b) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha dan faktor Risiko yang bersifat material; dan 
c) penyesuaian terhadap pengukuran Risiko Agregasi kepada Kementerian BUMN.
27. Kebijakan Mengenai Sistem Informasi Manajemen Risiko
Sistem informasi Manajemen Risiko yang digunakan oleh Perusahaan dalam mengelola Risiko, memuat informasi paling sedikit mengenai:
a) eksposur Risiko (risk exposure);
b) kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko serta strategi Risiko; 
c) pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d) realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
28. Kebijakan Mengenai Rencana Daruat (Contingency Plan)
Rencana darurat (contingency plan) meliputi dua hal, yaitu:
a) Penentuan Indikator dan Trigger Level Rencana Aksi (Recovery Action) yang mencakup:
i. Penentuan recovery action indicator, yang mancakup indikator permodalan, indikator likuiditas, indikator rentabilitas, dan indikator kualitas aset.
ii. Penentuan recovery action trigger level seperti trigger level untuk permodalan, trigger level untuk likuiditas, trigger level untuk rentabilitas, dan trigger level untuk kualitas aset.
b) Penentuan  Opsi-opsi pemulihan (recovery option), yang dikaji melalui penilaian risiko, analisis potensi hambatan, aspek kecukupan dukungan, penilaian dampak, penilaian terhadap jangka waktu pelaksanaan dan penilaian terhadap efektivitas pemulihan, yang mencakup opsi-opsi sebagaimana berikut:
i. Opsi-opsi pemulihan terkait permodalan, seperti penambahan setoran modal, menunda pembagian dividen, konversi utang/investasi menjadi modal, rigth issue, dan private placement.
ii. Opsi-opsi pemulihan terkait likuiditas, seperti pengajuan pinjaman. dan opsi-opsi lainnya.
iii. Opsi-opsi pemulihan terkait rentabilitas seperti peningkatan aktivitas penagihan piutang, penjualan aset tetap, dan opsi-opsi lainnya.
iv. Opsi-opsi pemulihan terkait kualitas aset seperti restrukturisasi kredit dan opsi-opsi lainnya.
E. [bookmark: _Toc153612863]PROSES MANAJEMEN RISIKO
Pelaksanaan proses manajemen risiko, yang mencakup identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Risiko dilakukan berdasarkan praktik terbaik, seperti ISO 31000, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan
b) laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko (risk exposure). 
Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko, dilakukan analisis paling sedikit terhadap:
a) karakteristik Risiko yang melekat pada Perusahaan; dan
b) Risiko dari kegiatan usaha Perusahaan. 
Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, dilakukan:
a) evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; 
b) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha dan faktor Risiko yang bersifat material; dan 
c) penyesuaian terhadap pengukuran Risiko Agregasi kepada Kementerian BUMN. 
Dalam rangka melaksanakan perlakuan Risiko, dilakukan:
a) menyusun metode perlakuan Risiko atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan; dan
b) memperlakukan Risiko sesuai dengan eksposur Risiko (risk exposure) maupun tingkat Risiko yang diambil sesuai selera Risiko (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).  
F. [bookmark: _Toc153612864]PERENCANAAN MANAJEMEN RISIKO
Direksi menyusun perencanaan Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan dengan RKAP yang dituangkan dalam bab tersendiri, yang memuat:
a) strategi Risiko;
b) profil Risiko;
c) peta Risiko; 
d) target perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual yang disusun dalam format triwulanan dan tahunan; dan 
e) rencana pelaksanaan perlakuan Risiko dan anggaran biaya.
G. [bookmark: _Toc153612865]PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO 
Direksi menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko yang disampaikan secara triwulanan dan tahunan, yang terdiri dari:
a) laporan penerapan Manajemen Risiko, yang memuat:
i. laporan pemantauan risiko, yang berisi:
a. strategi Risiko;
b. profil Risiko;
c. peta Risiko;
d. realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual yang disusun dalam format triwulanan dan tahunan;
e. realisasi pelaksanaan perlakuan Risiko dan biaya;
f. ikhtisar perubahan Risiko; dan 
g. catatan kejadian kerugian (loss event database).
ii. laporan Manajemen Risiko insidental apabila terdapat kondisi tidak normal yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis perusahaan
b) laporan Audit Intern, yang berisi:
i. laporan Audit Intern, paling sedikit memuat:
a. laporan pelaksanaan dan pokok hasil Audit Intern; 
b. laporan tindak lanjut auditor internal, Auditor Eksternal dan otoritas pengawas lainnya; dan
c. laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
ii. laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen (quality assurance review) setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
iii. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SPI, jika ada.
H. [bookmark: _Toc153612866]PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO
Perusahaan melakukan penilaian indeks kematangan Risiko (risk maturity index) melalui:
a) penilaian independen yang dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan tahun pertama pemberlakuan dilakukan oleh penilai independen; dan/atau
b) penilaian internal dilakukan setiap tahun. 
Dimensi penilaian indeks kematangan Risiko (risk maturity index) terdiri dari:
a) budaya dan kapabilitas Risiko;
b) organisasi dan tata kelola Risiko;
c) kerangka Risiko dan kepatuhan;
d) proses dan kontrol Risiko; dan
e) model, data, dan teknologi Risiko. 
Tingkatan hasil indeks kematangan Risiko (risk maturity index) terdiri dari:
a) fase awal (initial phase);
b) fase berkembang (emerging phase);
c) fase praktik yang baik (good practice phase);
d) fase praktik yang lebih baik (strong practice phase); dan
e) fase praktik terbaik (best practice phase).
I. [bookmark: _Toc153612867]PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
Untuk melaksanakan Tata Kelola Manajemen Risiko ini, Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan menyusun pedoman, struktur organisasi dan fungsi serta organ pengelola Risiko sesuai dengan karakteristik perusahaan dan batas kewenangannya, yang meliputi: 
a) Board Manual, yang mencakup piagam Dewan Komisaris dan piagam Direksi;
b) Pedoman Manajemen Risiko;
c) Pedoman Audit Intern; 
d) Pedoman tata hubungan Dewan Komisaris Perusahaan Induk dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan; dan 
e) Pedoman lainnya yang diperlukan.



[bookmark: _Toc153612868]BAB VI
TATA KELOLA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
A. [bookmark: _Toc153612869]PENDAHULUAN
Tingkat kesehatan Perusahaan dinilai menggunakan Peringkat (rating) yang didasarkan pada Pemeringkatan yang terdiri atas:
a) Peringkat Berdiri Sendiri (stand alone rating); dan 
b) Peringkat Akhir (final rating).
Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan oleh: 
a) Perusahaan Pemeringkat nasional;
b) Perusahaan Pemeringkat internasional; atau 
c) Perusahaan Pemeringkat nasional yang terafiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat internasional.  
B. [bookmark: _Toc153612870]KRITERIA PERUSAHAAN PEMERINGKAT
Perusahaan Pemeringkat harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 
a) telah menjalankan kegiatan operasional paling sedikit selama 20 (dua puluh) tahun;
b) telah melakukan Pemeringkatan paling sedikit terhadap 500 (lima ratus) perusahaan;
c) memiliki pengalaman melakukan sovereign credit rating terhadap Indonesia paling sedikit dalam 5 tahun terakhir;
d) memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan Pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
e) memiliki pedoman sistem pengendalian mutu; 
f) memiliki metodologi Pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan; 
g) memiliki portal (website) yang mudah untuk diakses oleh publik yang memuat seluruh informasi yang harus diungkapkan atau dipublikasikan; dan
h) Untuk Perusahaan Pemeringkat nasional yang terafiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat internasional dapat menggunakan kualifikasi  induk perusahaan internasional.

 
Dewan Komisaris berdasarkan evaluasi komite audit menunjuk Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan perusahaan.  Dalam hal diperlukan, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan Direksi untuk melakukan proses pengadaan Perusahaan Pemeringkat berdasarkan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di masing-masing Perusahaan. 
C. [bookmark: _Toc153612871]PELAKSANAAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
Pemeringkatan yang dilakukan untuk Penilaian Tingkat Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi tahun buku yang bersangkutan. 
D. [bookmark: _Toc153612872]PELAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
Ketentuan mengenai pelaporan hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah sebagaimana berikut:
a) Direksi Perusahaan menyampaikan laporan tingkat kesehatan kepada Perusahaan Induk atau Menteri Perusahaan melalui dukungan teknologi informasi sesuai kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan. 
b) Laporan tingkat kesehatan merupakan laporan Peringkat Korporasi yang  meliputi Peringkat Berdiri Sendiri (stand alone rating) dan Peringkat Akhir (final rating), yang merupakan bagian dari laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c) Perusahaan dapat mempublikasikan hasil Penilaian Tingkat Kesehatan perusahaan dalam surat kabar atau website masing-masing Perusahaan.
d) Laporan Peringkat Berdiri Sendiri (stand alone rating) digunakan untuk kepentingan analisis kinerja dan pembinaan Perusahaan, sedangkan Laporan Peringkat Akhir (final rating) digunakan untuk Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan. 
e) Laporan Peringkat Akhir (final rating) menjadi bahan pertimbangan bagi RUPS dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris. Peringkat (rating) yang digunakan pada Peraturan Menteri ini terbatas untuk kepentingan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.




[bookmark: _Toc153612873]BAB VII
TATA KELOLA PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN
A. [bookmark: _Toc153612874]PENDAHULUAN
Dokumentasi perencanaan strategis Perusahaan terdiri dari: 
a) RJP, yang memuat rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
b) RKAP, yang memuat rencana tahunan yang menjabarkan RJP ke dalam target pendapatan dan anggaran masing-masing Perusahaan setiap tahun;
c) Kontrak Manajemen Tahunan, yang memuat komitmen Direksi yang berisi target pencapaian KPI Direksi yang ditetapkan oleh RUPS dalam satu tahun; dan
d) Rencana Strategis Teknologi Informasi, yang disusun sesuai periode RJP dan diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari RKAP. 

Direksi menyusun dan melaksanakan RJP dan RKAP untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam Peta Jalan Perusahaan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RJP dan RKAP.
B. [bookmark: _Toc153612875]RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)
Direksi menyusun RJP dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan lingkungan, sosial, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Proses penyusunan RJP dimulai dari Perusahaan dengan mempertimbangkan Peta Jalan Perusahaan yang dikomunikasikan kepada Perusahaan (bottom-up approach). 
RJP akan paling sedikit memuat:
a) Pendahuluan, memuat penjelasan dan rincian tentang:
i. latar belakang dan sejarah perusahaan;
ii. visi dan misi perusahaan, yang memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan strategis yang akan dicapai oleh Perusahaan yang berlandaskan pada tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi dan sosial yang berkesinambungan bagi Indonesia dan terhubung dengan Peta Jalan Perusahaan;
iii. tujuan strategis perusahaan; dan
iv. arah pengembangan perusahaan, yang memuat memuat penjelasan dan rincian tentang kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan,dan kebijakan pengembangan lainnya.
b) evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya dilakukan dengan membandingkan antara RJP, RKAP, dan realisasi setiap tahunnya, memuat penjelasan dan rincian tentang:
i. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
ii. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
iii. kendala yang dihadapi perusahaan dan upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.;
c) posisi Perusahaan pada saat penyusunan RJP, memuat penjelasan dan rincian tentang:
i. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman tiap bidang kegiatan dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing; dan
ii. penentuan posisi perusahaan sesuai dengan metode analisis yang digunakan.
iii. asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP, yang memuat penjelasan dan rincian tentang:
iv. faktor internal, yang meliputi analisis kondisi terkini Perusahaan dan informasi penting mengenai kekuatan dan kelemahan internal Perusahaan yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian kinerja Perusahaan dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan; dan
v. faktor eksternal, yang meliputi informasi penting dan dokumentasi terkait tren global, nasional beserta arah perkembangan industri, inovasi teknologi dan model bisnis serta pergerakan peta kompetisi yang dapat  mempengaruhi dan menjadi kesempatan dan ancaman bagi kemampuan Perusahaan untuk mencapai tujuan strategis.
d) penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kerja RJP, dan inisiatif strategis, memuat memuat penjelasan dan rincian tentang:
i. tujuan yang akan dicapai pada akhir RJP;
ii. sasaran perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan perusahaan serta sasaran bidang/unit kegiatan (target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya; 
iii. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi perusahaan, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap bidang/unit kegiatan; 
iv. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan; 
v. program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya; 
vi. matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan perusahaan secara rinci; 
vii. asumsi penyusunan proyeksi keuangan;
viii. program investasi dan proyeksi sumber dana penggunaan dana investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
ix. garis besar proyeksi angka keuangan jangka panjang yang mengandung proyeksi rencana investasi modal, proyeksi hasil kinerja laba rugi keuangan tahunan Perusahaan, proyeksi laporan posisi keuangan, dan proyeksi arus kas;
x. penjabaran inisiatif strategis dan matriks keterkaitan antara inisiatif strategis, sasaran Perusahaan, dan Peta Jalan Perusahaan; 
xi. penjabaran aksi korporasi yang harus dilakukan untuk mencapai masing-masing inisiatif strategis; dan
xii. hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. penjabaran strategi Risiko; dan penugasan pemerintah.
e) Penjabaran strategi Risiko memuat penjelasan dan rincian tentang hal penting dalam strategi risiko Perusahaan dan batas toleransi risiko dalam mencapai tujuan strategis Perusahaan. 
f) Penugasan pemerintah memuat penjelasan dan rincian tentang penugasan yang diberikan pemerintah kepada Perusahaan jika penugasan tersebut bersifat jangka panjang.
Rancangan RJP yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya masa RJP.  Pengesahan RJP ditetapkan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya RJP secara lengkap. Dalam hal RUPS tidak memberikan pengesahan dalam waktu jangka waktu tersebut, maka RJP tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan.
Perubahan RJP dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi terdapat: 
a) perubahan mendasar atas kondisi eksternal global, nasional, dan industri serta perubahan signifikan atas kondisi internal;  
b) perubahan kebijakan pengembangan perusahaan; dan/atau 
c) penugasan dan/atau kebijakan pemerintah. 
Perubahan kebijakan pengembangan perusahaan dilakukan berdasarkan kajian komprehensif Direksi yang mengakibatkan perubahan sasaran, tujuan, dan strategi perusahaan.  Perubahan RJP dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali terdapat penugasan dan/atau kebijakan pemerintah.  Dalam hal terdapat perbedaan antara RJP dengan RKAP tahun berjalan, maka perubahan RJP dapat dilakukan setelah pengesahan RKAP tahun berjalan.
C. [bookmark: _Toc153612876]RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
RKAP paling sedikit memuat:
a) rencana kerja perusahaan; 
b) anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
c) proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya; 
d) program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan; 
e) Manajemen Risiko;  
f) penjabaran rencana strategis TI Perusahaan; dan
g) hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. 
Dalam hal terdapat penugasan khusus pemerintah, program kerja dan anggaran dari penugasan tersebut harus dicantumkan dalam RKAP yang penyajiannya dipisahkan antara RKAP mengenai rencana kerja untuk pencapaian sasaran usaha perusahaan dengan rencana kerja untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah.
Rancangan RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris, disampaikan kepada RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.  RUPS memberikan pengesahan atas rancangan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Dalam hal rancangan RKAP belum disahkan oleh RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka:
a) rancangan RKAP Perum dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
b) berlaku RKAP tahun sebelumnya bagi Perusahaan.  
RKAP dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan dalam hal terdapat:
a) kondisi internal (meliputi kinerja dari unit bisnis Perusahaan tidak tercapai sehingga memengaruhi operasional Perusahaan ) dan eksternal (meliputi terjadi perlambatan ekonomi, profil industri yang menjadi target pasar dari Perusahaan terganggu sehingga memengaruhi operasional Perusahaan ) yang secara signifikan memengaruhi operasional Perusahaan; 
b) perubahan kebijakan pengembangan perusahaan, yang dilakukan berdasarkan kajian komprehensif Direksi yang mengakibatkan perubahan sasaran, tujuan, dan strategi perusahaan; dan/atau
c) penugasan dan/atau kebijakan pemerintah.
Perubahan RKAP dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali terdapat penugasan dan/atau kebijakan pemerintah. Direksi menyampaikan rancangan perubahan RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan atas perubahan RKAP paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, kecuali terhadap perubahan RKAP akibat penugasan dan/atau kebijakan pemerintah. RUPS memberikan pengesahan atas perubahan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah rancangan perubahan RKAP diterima secara lengkap. Dalam hal RUPS tidak memberikan pengesahan dalam jangka waktu tersebut, maka RUPS dianggap menyetujui usul perubahan RKAP, sepanjang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Dalam hal tertentu, kewenangan RUPS, dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Terhadap Perusahaan yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan RUPS, dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris. 
D. [bookmark: _Toc153612877]KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual.   Selain ditandatangani oleh Direksi, Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial tersebut ditandatangani juga oleh Dewan Komisaris dan RUPS.  Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara individual ditandatangani oleh anggota Direksi dengan direktur utama dan Komisaris Utama/ketua Dewan Pengawas.
KPI merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan dan/atau Direksi yang sejalan dengan target RKAP.  KPI bertujuan untuk: 
a) memastikan pencapaian sasaran strategis Perusahaan; 
b) meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja Perusahaan; 
c) memastikan Perusahaan beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya;  
d) mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi Perusahaan;  
e) mengakselerasi pertumbuhan kinerja Perusahaan; dan  
f) menilai kinerja Direksi Perusahaan secara adil. 
KPI terdiri dari: 
a) KPI Direksi secara kolegial; dan  
b) KPI Direksi secara individual. 
KPI Direksi secara individual merupakan penjabaran KPI Direksi secara kolegial sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 
Perspektif yang digunakan dalam penyusunan KPI kolegial Direksi mengikuti pilar prioritas dalam dokumen perencanaan strategis yang telah dijelaskan sebelumnya.  Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP.  Direksi menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.  Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. 
KPI Direksi dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan RUPS, dan  dapat dilakukan apabila terdapat:
a) perubahan RKAP; atau
b) penugasan pemerintah, kebijakan pemerintah, dan/atau penambahan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khusus untuk Perusahaan Terbuka, sebelum mengesahkan RKAP, Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan KPI Direksi.
E. [bookmark: _Toc153612878]RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI
Rencana Strategis TI Perusahaan disusun dan ditetapkan oleh Direksi. Dewan Komisaris melakukan evaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis TI tersebut.  Rencana Strategis TI disampaikan kepada RUPS dengan mengikuti periode waktu penyampaian RJP.
Rencana Strategis TI Perusahaan akan paling sedikit memuat:
a) peran TI terhadap pengembangan bisnis termasuk transformasi digital;
b) organisasi TI;
c) rencana pembiayaan TI; dan
d) peta jalan TI.
Dalam hal terdapat kondisi yang secara signifikan memengaruhi sasaran dan strategi TI Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis TI yang sedang berjalan, Perusahaan dapat melakukan perubahan Rencana Strategis TI.  Kondisi yang dapat memengaruhi sasaran dan strategi TI Perusahaan tersebut antara lain perubahan RJP, perkembangan TI, atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan TI.   Perubahan Rencana Strategis TI dapat dilakukan 1 (satu) kali, yang disampaikan kepada  RUPS.


[bookmark: _Toc153612879]BAB VIII
TATA KELOLA KEGIATAN KORPORASI SIGNFIKAN PERUSAHAAN
A. [bookmark: _Toc153612880]TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)
Tambahan PMN dilakukan dengan tujuan untuk: 
a) memperbaiki struktur permodalan Perusahaan atau Perusahaan Terbatas; dan/atau 
b) meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan atau Perusahaan Terbatas. 
Tambahan PMN kepada Perusahaan digunakan dalam rangka: 
a) melaksanakan penugasan pemerintah kepada Perusahaan;
b) melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan Perusahaan; dan/atau
c) melakukan pengembangan usaha Perusahaan.
Beberapa ketentuan teknis berikut terkait dengan Tambahan PMN diatur dalam ketentuan terpisah:
a) Pengusulan Tambahan PMN
b) Laporan Penggunaan  Tambahan PMN
c) Pemantauan Penggunaan Tambahan PMN
d) Perubahan Penggunaan Tambahan PMN
B. [bookmark: _Toc153612881]RESTRUKTURISASI
Restrukturisasi Perusahaan dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.  Restrukturisasi sebagai upaya penyehatan Perusahaan dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan.  Direksi mengajukan usulan restrukturisasi kepada Menteri/RUPS untuk mendapatkan persetujuan.  Usulan atas restrukturisasi Perusahaandilakukan berdasarkan kajian atas kondisi Perusahaan yang meliputi aspek paling sedikit:
a) aspek keuangan;
b) aspek hukum;
c) aspek bisnis;
d) aspek sosial;
e) aspek organisasi/manajemen;
f) aspek operasional; dan/atau
g) aspek sistem dan prosedur. 
Kajian tersebut di atas memuat perkiraan biaya terhadap tiap-tiap metode restrukturisasi.  Direksi menyusun usulan restrukturisasi yang memuat pilihan metode restrukturisasi yang akan diusulkan dan rencana aksi restrukturisasi.  Usulan restrukturisasi Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. [bookmark: _Toc153612882]PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. [bookmark: _Toc153612883]PRIVATISASI
Privatisasi dilakukan dengan cara melakukan penjualan saham: 
a) berdasarkan ketentuan Pasar Modal; 
b) secara langsung kepada Investor; dan/atau
c) kepada manajemen (management buy out) dan/atau karyawan (employee buy out) Perusahaan yang bersangkutan, di mana manajemen di sini merupakan Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan. 
Penjualan saham kepada manajemen sebagaimana tersebut di atas, dilakukan melalui: 
a) penjualan saham negara pada Perusahaan; atau
b) penjualan saham dalam simpanan.
Mekanisme teknis privatisasi diatur dalam dokumen yang terpisah dari Pedoman Umum ini.
E. [bookmark: _Toc153612884]KERJA SAMA
Kerja Sama dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a) berdasarkan pada asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan Kerja Sama tanpa batas waktu, kecuali untuk Kerja Sama dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture company);
c) mengutamakan sinergi dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau LPI, serta peningkatan peran serta usaha nasional melalui: 
i. penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN atau LPI;  
ii. Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) Perusahaan, Anak Perusahaan Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi Perusahaan dan/atau LPI; atau 
iii. pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
d) selain Organ Perusahaan/Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
e) Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain. 
Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi Perusahaan, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing Perusahaan.  Kerja Sama yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:
a) Kerja Sama dimana Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama; dan  
b) Kerja Sama dimana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra.
Kerja Sama dimana Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dari rekan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi Perusahaan.
Mekanisme teknis Kerja Sama diatur dalam dokumen yang terpisah dari Pedoman Umum ini.
F. [bookmark: _Toc153612885]PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
PBJ diselenggarakan dengan tujuan untuk:
a) menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
b) mendukung penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan;
c) meningkatkan efisiensi;
d) menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
e) meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
f) mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai untuk uang (value for money) dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dengan dilandasi etika PBJ yang baik;
g) meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
h) meningkatkan peran pelaku usaha nasional termasuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
i) meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN 
Dalam melaksanakan PBJ, Perusahaan harus menerapkan prinsip berikut:
a) efisien, berarti PBJ harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah, dengan pengecualian untuk PBJ strategis yang memiliki nilai signifikan dapat dilakukan pendekatan penghitungan semua biaya (total cost of ownership); 
b) efektif, berarti PBJ harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;  
c) kompetitif, berarti PBJ harus terbuka bagi Penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 
d) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai PBJ, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, harus terbuka bagi peserta Penyedia yang berminat; 
e) adil dan wajar, berarti dalam pelaksanaan PBJ, Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat; 
f) terbuka, berarti PBJ dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat; dan 
g) akuntabel, berarti PBJ harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
Dalam melaksanakan PBJ, Perusahaan menerapkan kebijakan paling sedikit untuk:
a) meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi PBJ guna mengoptimalkan value for money;
b) menyelaraskan tujuan PBJ dengan pencapaian tujuan perusahaan;
c) melaksanakan PBJ yang transparan, kompetitif, dan akuntabel; 
d) mengutamakan produksi dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan PDN;
e) memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
f) memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang PBJ;
g) memanfaatkan teknologi informasi;
h) memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan BUMN dan/atau sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN; 
i) melaksanakan PBJ yang strategis, modern, inovatif; dan/atau 
j) memperkuat pengukuran kinerja PBJ dan pengelolaan risiko. 
Semua pihak yang terlibat dalam PBJ mematuhi etika sebagai berikut:
a) melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ;
b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ;
c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis dengan pihak yang terkait;
e) menghindari dan mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dengan pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
g) menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan 
h) tidak menerima, menawarkan dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ. 
Pengguna mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan pemberdayaan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Untuk itu, Pengguna diharuskan untuk:
a) memenuhi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
b) memberikan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
Cara PBJ disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna serta dilaksanakan dengan memperhatikan praktik yang berlaku umum (best practice).  Cara PBJ dilakukan antara lain melalui:
a) tender/seleksi umum, yaitu PBJ yang diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan seluasnya kepada calon Penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
b) tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu PBJ yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
c) penunjukan langsung, yaitu PBJ yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia atau penunjukan melalui beauty contest; atau
d) pengadaan langsung, yaitu PBJ yang dilakukan melalui pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar dengan berdasarkan harga pasar (market price), termasuk dalam hal ini e-purchasing.
Mekanisme teknis PBJ diatur dalam dokumen yang terpisah dari Pedoman Umum ini.
G. [bookmark: _Toc153612886]PENGHAPUSBUKUAN
Penghapusbukuan dilakukan karena:
a) Pemindahtanganan, yang dapat dilakukan dengan cara
i. Penjualan;
ii. Tukar Menukar;
iii. Ganti Rugi;
iv. Aktiva Tetap dijadikan penyertaan modal; dan/atau
v. cara lain; dan/atau
b) kondisi tertentu, yang meliputi Penghapusbukuan terhadap Aktiva Tetap yang:
i. hilang;
ii. musnah;
iii. rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total lost);
iv. biaya Pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari Pemindahtanganan;
c) dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi Aktiva Tetap yang lain, yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS melalui pengesahan RKAP; 
d) dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan dalam RKAP; 
e) dibongkar untuk dibangun kembali sehubungan dengan adanya program pemerintah; dan/atau h. berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Aktiva Tetap tersebut tidak lagi dimiliki atau dikuasai oleh Perusahaan. 
Mekanisme teknis Penghapusbukuan diatur dalam dokumen yang terpisah dari Pedoman Umum ini.
H. [bookmark: _Toc153612887]LINDUNG NILAI
Perusahaan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar secara efektif dalam rangka memitigasi risiko pasar, yang meliputi risiko:
a) suku bunga;
b) nilai tukar;
c) komoditas; dan/atau
d) ekuitas.
Pengendalian risiko pasar, dapat dilakukan melalui transaksi Lindung Nilai, yang tidak dimaksudkan untuk spekulasi.  Obyek transaksi Lindung Nilai (underlying object) dapat berupa:
a) aset;
b) kewajiban;
c) pendapatan; dan/atau 
d) arus kas.
Segala biaya yang timbul dan selisih kurang dari transaksi Lindung Nilai menjadi beban anggaran Perusahaan, sedangkan selisih lebihnya menjadi pendapatan Perusahaan yang bersangkutan. 
Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai dilakukan dengan atau melalui lembaga keuangan BUMN, baik bank maupun non-bank, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.  Dalam hal lembaga keuangan BUMN tidak dapat melaksanakan dan/atau tidak dapat memenuhi kapasitas dan kapabilitas yang memadai, transaksi Lindung Nilai dapat dilakukan dengan lembaga keuangan non-Perusahaan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. 
Dalam melaksanakan transaksi Lindung Nilai, Perusahaan memperhatikan paling sedikit prinsip sebagai berikut:
a) Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
b) penerapan Manajemen Risiko; dan
c) standar akuntansi dan ketentuan-ketentuan perpajakan.
Dalam rangka melaksanakan transaksi Lindung Nilai, Direksi harus menyusun:
d) Kebijakan Lindung Nilai, antara lain yang memuat ketentuan mengenai identifikasi dan penetapan risiko pasar yang dihadapi dan obyek yang mendasari (underlying object) yang akan dilindungi, serta mitigasi risikonya; dan
e) SOP untuk pelaksanaan transaksi Lindung Nilai.
Dalam menyusun kebijakan Lindung Nilai dan SOP sebagaimana tersebut di atas, Direksi memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan dan anggaran Dasar perusahaan.



[bookmark: _Toc153612888]BAB IX
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Direksi menetapkan dan memastikan penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi yang Baik. Penerapan Tata Kelola TI yang Baik paling sedikit mencakup:
a) prinsip manajemen;
b) prinsip data dan informasi;
c) prinsip teknologi; dan
d) prinsip keamanan TI. 

Untuk dapat menerapkan Tata Kelola TI yang baik tersebut, Direksi mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan Pedoman Tata Kelola TI, yang disusun dengan memperhatikan aspek keselarasan strategi, nilai tambah penerapan TI, Manajemen Risiko, manajemen sumber daya, dan pengukuran kinerja.  Pedoman Tata Kelola TI, yang setidaknya mencakup:
a) Arsitektur Teknologi Informasi, yang merupakan cetak biru atas sumber daya TI Perusahaan yang terorganisasi dan terintegrasi untuk mencapai dan mendukung tujuan bisnis Perusahaan, yang disusun sesuai dengan praktik terbaik seperti TOGAF, Zachman, dan lain sebainya, serta setidaknya mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, dan arsitektur teknologi.
b) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi yang paling sedikit beranggotakan direktur yang membidangi TI; dan direktur yang membidangi Manajemen Risiko, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
i. memastikan keselarasan Rencana Strategis TI dengan RJP; 
ii. memastikan implementasi Rencana Strategis TI yang dituangkan dalam RKAP; dan 
iii. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan TI.
c) Metodologi pengembangan Layanan Teknologi Informasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan praktik terbaik, seperti COBIT, ISO 20000-1, ITIL, dan sebagainya.
d) Metodologi untuk menjaga keberlangsungan Layanan Teknologi Informasi.
e) Metodologi untuk menjaga ketahanan dan Keamanan Siber sesuai dengan prinsip utama keamanan informasi, yang meliputi kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability), mengacu ke ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan siber dan praktik terbaik seperti ISO 27001, NIST Cyber Security Framework, dan lain sebagainya.
f) Metodologi pengelolaan Data memperhatikan paling sedikit aspek kepemilikan dan kepengurusan data, kualitas data, sistem pengelolaan data, dan sumber daya pendukung pengelolaan data, yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik seperti DMBook, COBIT, CMMI for Data Management, dan lain sebagainya.
g) Mekanisme pelaporan Penyelenggaraan Teknologi Informasi, yang setidaknya mencakup aspek tindak lanjut hasil audit dan/atau penilaian atas penyelenggaraan TI, hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis TI,  dan hasil evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan TI.
h) Pemastian terhadap kepatuhan penyelenggaraan layanan TI terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang belaku.
i) Metolologi penyusunan rencana strategis TI, yang setidaknya memuat peran TI terhadap pengembangan bisnis termasuk transformasi digital, organisasi TI, rencana pembiayaan TI, dan peta jalan TI.

Pedoman Tata Kelola TI tersebut dievaluasi dan dilakukan penyesuaian secara berkala.
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